DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Asikin, Zainal. 2001. Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia,
cet.1. Jakarta: Rajawali Press.

Bohari. 2006. Pengantar Hukum Pajak. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.

Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT.
Refika Aitama.

Budiarto, Agus. 2002. Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri
Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Fuady, Munir. 2003. Perseroan Terbatas: Paradigma Baru. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. 2013. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.
Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Hartini, Rahayu. 2007. Hukum Kepailitan (Edisi Revisi). Malang: UPT Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Malang.

Imran, Nating. 2004. Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan
dan Pemberesan Harta Pailit. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Irawan, Bagus. 2007. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi.
Bandung: PT. Alumni.

Jono. 2008. Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.
Kansil, C.S.T. 2002. Pokok-Pokok Badan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. Penagihan Pajak di Indonesia.
Malang: Bayumedia Publishing.

Lontoh, Rudy A. 2001. Penyelesaian Utang-Piutang melalul Kepailitan atau
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumni.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Purwosutjipto, H.M.N. 1984. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia.
Jakarta: Djambatan.

Saidi, Muhammad Djafar. Jakarta. Pembaharuan Hukum Pajak. 2007: PT.
RajaGrafindo Persada.



Siahaan, Marihot P. 2004. Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sjahdeini,  Sutan  Remy.  2002. Hukum  Kepailitan =~ Memahami
Failissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press.
Soemitro, Rochmat. 1990. Asas dan Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Eresco.
—.1992. Pengantar Singkat Hukum Pajak. Bandung: Eresco.

Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Suharyanto, Anton. 2013. "Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan
Implikasinya Terhadap Piutang Negara." Makalah BPPK Departemen
Keuangan 31.

Supramono, Gatot. 2007. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Djambatan.

—. 1999. Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di
Pengadilan. Jakarta: Rineka Cipta.

Susilowati, Etty. 2011. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Usman. 2004. Dimensi Hukum Perusahaan. Bandung: Alumni.

Victor, and Hendri Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia.
Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Widjaja, Gunawan. 2008. 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Jakarta:
Forum Sahabat.

—. 2011. Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit. Jakarta; Forum Sahabat.

Wirawan, B. llyas dan Richard Burton. 2010. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba
Empat.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2002. Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zuraida, lda dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. Penagihan Pajak: Pajak Pusat
dan Pajak Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi
Undang-Undang

d. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara dan Perpajakan

g. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa

h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-
HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

INTERNET:

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5532/personal-guarantor-yang-pailit
Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 15.30 WIB.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5216c4e74200c/pencabutan-izin-
perseroan-dalam-likuidasi.
Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 18.00 WIB.

http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-
bangunan-skpbb
Diakses tanggal 19 September pukul 10.47 WIB.

http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data
Diakses pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 19.40 WIB.



http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5532/personal-guarantor-yang-pailit
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5216c4e74200c/pencabutan-izin-perseroan-dalam-likuidasi
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5216c4e74200c/pencabutan-izin-perseroan-dalam-likuidasi
http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-skpbb
http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-skpbb
http://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data

